TESIS

PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN
YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

Oleh :

EKO IRAWAN
NIM : 12214074

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018



HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISl

HALAMAN PRASYARAT GELAR ..o

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN PANITIAPENGUII ........cccoviiiiiiiiii

SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR
RINGKASAN

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTARIISI

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ...........ccccoooiiiiiiiininicen,

1.2 Rumusan Masalah ........ccoooooooooooeeeeeee e

1.3

1.4

1.5

1.6

Tujuan Penelitian .........cccooveveeieiieie e

1.3.1  Tujuan UmUm ..o sneas
1.3.2  Tujuan KRUSUS ....ccoooviriiniiniininieieieee e
Manfaat Penelitian .........ccocooieiiiiininiesnie e
1.4.1 Manfaat TEOFILIS ....ccveveeeierieiieie it
1.4.2 Manfaat Praktis .......c.ccoooiiiiiniienieiee e

Tinjauan PUSTaKa .........cccooeriiiieiinisiec e

NS B ISCrantRE T B T T .. W

1.5.2 Kerangka Konseptual .............cccevvvevveiieninecieenenn,

Metode PENEIITIAN. ........ooeeeeeeee e

1.6.1
1.6.2
1.6.3
16.4

Tipe Peneltian ...,

Pendekatan Masalah .........cccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sumber Bahan HUKUM ..o

Teknik

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

© O B~ BB

10
10
10
10
11
11
11
20
22
23
25
26

27



BAB II

BAB Il

BAB IV

1.6.5 Analisis Bahan HUKUM .......oovveeeieeeeeeeeeeeee

1.7  Sistematika PenuliSan ..........coooveoooeeeee e

TATA CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN
YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DAN
HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH DEBITUR
TERKAIT PERALIHANNYA ..ot
2.1 Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan ..............
2.2 Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang
Sedang Dibebani Hak Tanggungan .............cccocevvevieiienenn,
2.3 Hambatan yang Dihadapi oleh Debitur Terkait dengan
Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Masih Dibebani
Hak Tanggungan ........ccceeiieiiee e
2.3.1 Peralihan Hak Tanggungan ..........cccceeevereiveiinanenne
2.3.2 Isi Perjanjian Kredit yang Mengikat Debitor,
Sehingga Debitor Tidak Bisa Mengalihkan Objek

Jaminan®e B . Y . eaees

AKIBAT HUKUM BILA AHLI WARIS MENOLAK
WARISAN HAK ATAS TANAH YANG SEDANG
DIBEBANI HAK TANGGUNGAN .....cccoiiiiiiiiiiineieie e
3.1 Dasar HUKUM MEWAIIST ....ccceveriiiiiiiiienieiieieie s
3.2 Ahli Waris yang Menolak Warisan ..........c.ccoeeeovivnienicniennn.
3.3 Akibat Hukum Penolakan Ahli Waris Terhadap Warisan
Hak Atas Tanah yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan .

PENUTUP S s
4.1 KeSIMPUIAN ..o
4.2 SATAN i s

DAFTAR PUSTAKA

28
29

30
30

39

56
56

65

77
77
90






LEMBAR PENGESAHAN
Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal: 2018

Dosen Pembimbing

S

( Prof. Dy. H. AFDOL, SH., MS. )

Mengetahu,
Ketua Program Studi Magister Kenolanatan
Universitas Narotama
L

BIB ADJIE, SH., M.Hum. )

i



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:
Nama : EKO IRAWAN
NIM 1 12214074
Fakultas : Hukum

Program Studi ~ : Magister Kenotanatan

Universitas : Narotama Surabaya

Judul Tesis : “PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG
SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN™,

Bersama ini saya meavatakin bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang
pemnah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan
sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya‘pendapat yang pervah di
tolis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan
discbutkan dalam daflar acvanidafiar Pusiaka. Apabila di kemudian hari di
temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis
yang diberikan oleh yang berwenang atsu Universitas sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nim: 12214074

vi



ABSTRAK

Tanah hak milik merupakan hak atas tanah yang paling tinggi statusnya
atau derajatnya di negara manapun. Hak milik selain dapat dialihkan juga dapat
dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan dalam pelunasan hutang. Hak
Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat. Berdasarkan
uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa suatu
peristiwa dan tindakan hukum pengalihan tanah warisan yang sedang dibebani
Hak Tanggungan dan hambatan yang dihadapi oleh debitur atas peralihan hak atas
tanah tersebut, dan akibat hukum bila ahli waris menolak warisan hak atas tanah
yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
(penelitian yuridis).

Hasil penelitian ini yakni bahwa tata cara peralihan hak atas tanah warisan
yang sedang dibebani hak tanggungan yakni dilakukan dengan mencatatnya pada
buku tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku
tanah serta sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya
piutang yang dijamin karena pewarisan. Adapun haambatan yang dihadapi oleh
debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani hak
tanggungan yakni debitur atau ahli waris tersebut harus melunasi utang yang
dijamin dengan hak tanggungan tersebut kepada kreditur/pemegang hak
tanggungan tersebut terlebih dahulu. Akibat hukum bila ahli waris menolak
warisan hak atas tanah yang sedang dibebani hak tanggungan yakni bahwa ahli
waris yang dengan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap hak
warisnya mengakibatkan ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada.
Penolakan ahli waris atas warisan hak atas tanah yang sedang dalam pembebanan
Hak Tanggungan tidak mengakibatkan Hak Tanggungan yang sedang
membebaninya menjadi hapus. melakukan penolakan warisan hanya karena tidak
ingin melakukan pelunasan terhadap warisan yang sedang terbebani hak
tanggungan saja.

Kata Kunci : Peralihan, Tanah, Warisan, dan Hak Tanggungan.



ABSTRACT

Land of property is the right to the highest status of the land or its degree in
any country. Other non-transferable property may also be borne by the mortgage
or pledged as collateral in the settlement of the debt. Deposit Rights are designed
as a strong guarantee right. Based on the above explanation, this research aims to
analyze an event and legal action of transfer of inherited land which is being
burdened by the Debt Rights and obstacles faced by the debtor over the transfer of
right to the land, and legal consequences if the heirs reject the inheritance of land
being burdened with mortgage rights. This research is legal research (juridical
research).

The result of this research is that the procedure of transition of the right of
inheritance land which is burdened by the dependent rights is done by recording it
on the land book and the certificate of the related mortgage and on the land book
and the certificate of rights which is burdened based on the letter of proof of the
switched receivable transfer due to inheritance. The haambatan faced by the debtor
associated with the transfer of rights to inherited land that is still burdened by the
mortgage right that the debtor or heirs must pay off the debt secured by the
mortgage to the creditor/holder of the mortgage rights first. The legal consequence
of the heirs rejecting the inheritance of the right to the land under the right of
dependents is that the heirs who expressly reject their right of inheritance result in
the heir to be considered absent. The rejection of the heirs over the inheritance of
land rights that are currently in charge of the Deposit Rights does not result in
the Deposit Rights being burdened to be abolished.

Keywords: Transition, Land, Inheritance, and Deposit Rights.



BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka sebagai jawaban

dari permasalahan yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Tata cara peralihan hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak
tanggungan yakni dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta
sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta
sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang
yang dijamin karena pewarisan. Adapun haambatan yang dihadapi oleh
debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani
hak tanggungan yakni debitur atau ahli waris tersebut harus melunasi utang
yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut kepada kreditur/pemegang hak
tanggungan tersebut terlebih dahulu, sehingga jika utang tersebut sudah
dilunasi, maka pihak kreditur/pemegang hak tanggungan akan melepaskan
hak tanggungan atau mau menerbitkan surat keterangan/pernyataan lunas
guna sebagai syarat mengajukan penghapusan hak tanggungan (roya hak
tanggungan) di kantor pertanahan.

Akibat hukum bila ahli waris menolak warisan hak atas tanah yang sedang
dibebani hak tanggungan yakni bahwa ahli waris yang dengan secara tegas
menyatakan penolakannya terhadap hak warisnya mengakibatkan ahli waris
tersebut dianggap tidak pernah ada. Penolakan ahli waris atas warisan hak

atas tanah yang sedang dalam pembebanan Hak Tanggungan tidak



mengakibatkan Hak Tanggungan yang sedang membebaninya menjadi hapus.
Dengan demikian kreditur tetap dapat melaksanakan haknya terhadap hak
atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan bila debitur wanprestasi. Akibat
hukum bagi ahli waris yang menolak warisan adalah tereksekusinya objek

Hak Tanggungan.
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